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GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 30 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang

Mengingat

NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN

PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Peraturan Gubernur

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tata
Cara Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor perlu
mengubah beberapa ketentuan guna menyesuaikan perkembangan
keadaan saat ini;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16
Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 827);

. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan

Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5339);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang — Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya
Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4
Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun
2007 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun
2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarata Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);

8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun
2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 3);

9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun
2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 16 TAHUN
2012 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BAHAN BAKAR
KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16
Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
(Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 16) diubah
sebagai berikut:



1. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3A sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

(1) Apabila diperlukan Dinas dapat melakukan pendataan terhadap volume bahan
bakar.

asil pendataan terhadap volume bahan bakar sebagaimana dimaksud pada ayat
2) Hasil d had 1 bahan bak bagai dimaksud pad
(1) digunakan sebagai bahan pengujian dan rekonsiliasi.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dihapus serta ayat (6) diubah, sehingga Pasal
4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4
(1) Dihapus
(2) Dihapus
(3) Tarif pajak ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

(4) Terhadap obyek PBBKB yang pemanfaatannya digunakan untuk menunjang
kegiatan pada sektor industri, usaha pertambangan, kehutanan, perkebunan,
kontraktor jalan, transportasi, dan perusahaan sejenisnya dipungut PBB-KB
dengan pedoman sebagai berikut:

a. Untuk pembelian bahan bakar minyak pada sektor industri dipungut PBBKB
rata-rata sebesar 17,17% (tujuh belas koma tujuh belas persen) dari jumlah
pembelian bahan bakar minyak;

b. Untuk pembelian bahan bakar minyak pada usaha pertambangan dan usaha
kehutanan dipungut PBBKB rata-rata sebesar 90% (Sembilan puluh persen)
dari jumlah pembelian bahan bakar minyak; dan

c. Untuk usaha trasportasi dan kontraktor jalan PBBKB dipungut sebesar 5%
(lima persen) yang bukan SPBU.

(5) Dasar pengenaan pajak adalah harga jual bahan bakar kendaraan bermotor,
tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

(6) Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4) dengan dasar pengenaan pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (5).



Pasal II
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 Mei 2016

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.
HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 31

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.
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